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RINGKASAN 
 

PUTRI ANGEL MIKHA TALAHATU. Evaluasi Regulasi dan Kapasitas Fiskal 

terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Provinsi 

Maluku. Dibimbing oleh DARMAWAN, AKHMAD SOLIHIN dan THOMAS 

NUGROHO 

 

Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi 

sumber daya perikanan tangkap sangat besar, namun potensi tersebut belum mampu 

mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan kecil secara optimal. Tingginya 

tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, keterbatasan akses terhadap sarana 

produksi, pembiayaan, teknologi, perlindungan sosial, serta lemahnya koordinasi 

kelembagaan menunjukkan bahwa pengelolaan sektor perikanan belum 

sepenuhnya diikuti oleh kebijakan daerah yang terintegrasi. Di sisi lain, pemerintah 

daerah telah menetapkan berbagai regulasi, dokumen perencanaan pembangunan, 

dan program perlindungan serta pemberdayaan nelayan kecil. Oleh karena itu, 

diperlukan evaluasi mengenai keselarasan antara regulasi, dokumen perencanaan, 

kapasitas fiskal, dan implementasi kebijakan agar perlindungan dan pemberdayaan 

nelayan kecil dapat berjalan secara efektif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan regulasi daerah, 

dokumen perencanaan pembangunan, dan alokasi anggaran dalam mendukung 

perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Provinsi Maluku, mengevaluasi 

implementasi kebijakan berdasarkan dokumen program, alokasi anggaran, dan 

konfirmasi aktor kunci, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat 

regulasi, perencanaan, penganggaran, dan koordinasi implementasi kebijakan. 

Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif-deskriptif dengan dominasi 

metode kualitatif yang didukung analisis kuantitatif deskriptif. Analisis dilakukan 

melalui analisis isi terhadap regulasi daerah, dokumen perencanaan pembangunan, 

dokumen anggaran, dan laporan pelaksanaan program periode 2019–2024. Data 

sekunder dipadukan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-

terstruktur dan observasi lapang pada aktor kunci serta kelompok nelayan kecil di 

Kota Ambon, Desa Latuhalat, Desa Tulehu, dan Desa Kawa. Seluruh temuan 

dianalisis menggunakan pendekatan triangulasi untuk menilai tingkat keselarasan 

regulasi, perencanaan, kapasitas fiskal, dan implementasi kebijakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan dan 

pemberdayaan nelayan kecil di Provinsi Maluku belum sepenuhnya terintegrasi. 

Dari aspek regulasi, substansi peraturan daerah masih lebih berorientasi pada 

pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan dibandingkan perlindungan serta 

pemberdayaan nelayan kecil secara komprehensif. Beberapa aspek penting, seperti 

perlindungan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, bantuan hukum, 

partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta mekanisme pembiayaan 

belum diatur secara operasional sehingga belum mampu menjadi dasar yang kuat 

dalam penyusunan program pembangunan daerah. 

Pada aspek fiskal, kapasitas fiskal daerah menunjukkan kecenderungan 

meningkat selama periode penelitian, namun peningkatan tersebut belum diikuti 

oleh peningkatan prioritas anggaran sektor kelautan dan perikanan. Proporsi 

anggaran yang dialokasikan bagi perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil 

masih relatif terbatas dan tersebar pada berbagai organisasi perangkat daerah 



 

sehingga belum membentuk kebijakan yang terpadu. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa peningkatan kemampuan fiskal daerah belum secara otomatis menghasilkan 

keberpihakan anggaran terhadap nelayan kecil. 

Evaluasi implementasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah 

melaksanakan berbagai program berupa bantuan sarana penangkapan, peningkatan 

kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan, fasilitasi perizinan, pengawasan 

sumber daya, perlindungan sosial, dan kemitraan dengan berbagai lembaga. Namun 

demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala berupa 

fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, 

keterbatasan data penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran program, rendahnya 

partisipasi nelayan dalam proses perencanaan, serta belum adanya mekanisme 

monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Akibatnya, berbagai program lebih 

berorientasi pada pencapaian keluaran administratif daripada peningkatan 

kesejahteraan nelayan kecil secara berkelanjutan. 

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan 

perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil tidak hanya dipengaruhi oleh 

besarnya kapasitas fiskal daerah, tetapi terutama ditentukan oleh tingkat 

keterpaduan antara regulasi, perencanaan pembangunan, penganggaran, dan 

implementasi kebijakan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan 

kapasitas fiskal tidak akan memberikan dampak optimal apabila regulasi belum 

mampu mengarahkan prioritas pembangunan dan pengalokasian sumber daya 

secara konsisten. Dengan demikian, strategi penguatan kebijakan perlindungan dan 

pemberdayaan nelayan kecil di Provinsi Maluku perlu difokuskan pada penguatan 

tata kelola melalui harmonisasi kebijakan daerah, integrasi kebijakan ke dalam 

dokumen perencanaan dan penganggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, 

peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan sistem monitoring dan 

evaluasi yang lebih terpadu. 

Implikasi penelitian ini adalah perlunya penyusunan regulasi daerah yang 

secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil sebagai 

dasar penguatan perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan 

pelaksanaan program yang lebih efektif. Hasil penelitian diharapkan menjadi 

masukan bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat tata kelola 

perikanan yang lebih terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu 

meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan nelayan kecil sekaligus memperkuat 

pembangunan wilayah kepulauan. 

 

Kata kunci: Implementasi kebijakan, kapasitas fiskal, perlindungan dan 

pemberdayaan nelayan kecil, regulasi daerah 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

PUTRI ANGEL MIKHA TALAHATU. Evaluation of Regulation and Fiscal 

Capacity on the Protection and Empowerment Policy for Small Fishermen in 

Maluku Province. Supervised by DARMAWAN, AKHMAD SOLIHIN and 

THOMAS NUGROHO 

 

Maluku Province is an archipelago with vast potential for capture fisheries 

resources, but this potential has not been able to optimally improve the welfare of 

small-scale fishers. High levels of poverty in coastal communities, limited access 

to production facilities, financing, technology, and social protection, and weak 

institutional coordination indicate that fisheries sector management has not been 

fully supported by integrated regional policies. Meanwhile, local governments have 

established various regulations, development planning documents, and programs 

for the protection and empowerment of small-scale fishers. Therefore, an evaluation 

of the alignment between regulations, planning documents, fiscal capacity, and 

policy implementation is necessary to ensure the effective protection and 

empowerment of small-scale fishers. 

This study aims to analyze the alignment of regional regulations, 

development planning documents, and budget allocations in supporting the 

protection and empowerment of small-scale fishers in Maluku Province. It also 

evaluates policy implementation based on program documents, budget allocations, 

and confirmation from key actors. It also formulates strategic recommendations to 

strengthen regulations, planning, budgeting, and coordination of policy 

implementation. 

The study uses an evaluative-descriptive approach, predominantly qualitative, 

supported by descriptive quantitative analysis. The analysis was conducted through 

content analysis of regional regulations, development planning documents, budget 

documents, and program implementation reports for the 2019–2024 period. 

Secondary data was combined with primary data obtained through semi-structured 

interviews and field observations with key actors and small-scale fisherfolk groups 

in Ambon City, Latuhalat Village, Tulehu Village, and Kawa Village. All findings 

were analyzed using a triangulation approach to assess the level of alignment 

between regulations, planning, fiscal capacity, and policy implementation. 

The results indicate that policies for the protection and empowerment of 

small-scale fishers in Maluku Province are not yet fully integrated. From a 

regulatory perspective, the substance of regional regulations is still more oriented 

toward the management of fisheries resources and businesses than toward 

comprehensive protection and empowerment of small-scale fishers. Several 

important aspects, such as protection against disaster risks and climate change, legal 

aid, community participation, institutional strengthening, and financing 

mechanisms, have not been operationally regulated, thus hampering the 

development of regional development programs. 

From a fiscal perspective, regional fiscal capacity showed an increasing 

trend during the study period, but this increase has not been accompanied by an 

increase in budget priorities for the marine and fisheries sector. The budget 

allocated for the protection and empowerment of small-scale fishers remains 

relatively limited and spread across various regional government agencies, resulting 



 

in a lack of a unified policy. This situation indicates that increasing regional fiscal 

capacity has not automatically resulted in budget allocations favoring small-scale 

fishers. 

Implementation evaluations indicate that regional governments have 

implemented various programs, including fishing gear assistance, fisherman 

capacity building, institutional strengthening, licensing facilitation, resource 

monitoring, social protection, and partnerships with various institutions. However, 

program implementation still faces various obstacles, including institutional 

fragmentation, weak coordination between regional government agencies, limited 

beneficiary data, inaccurate program targeting, low participation of fishers in the 

planning process, and the absence of an integrated monitoring and evaluation 

mechanism. As a result, various programs are more focused on achieving 

administrative outputs than on sustainably improving the welfare of small-scale 

fishers. 

The main findings of this study indicate that the effectiveness of policies for 

the protection and empowerment of small-scale fishers is not solely influenced by 

regional fiscal capacity, but primarily by the level of integration between 

regulations, development planning, budgeting, and policy implementation. This 

research demonstrates that increasing fiscal capacity will not have optimal impact 

if regulations fail to consistently direct development priorities and resource 

allocation. Thus, the strategy for strengthening policies to protect and empower 

small-scale fishers in Maluku Province needs to focus on strengthening policy 

governance through harmonization of regional regulations, policy integration into 

planning and budgeting documents, strengthening cross-sectoral coordination, 

increasing community participation, and developing a more integrated monitoring 

and evaluation system. 

The implications of this research are the need to develop regional 

regulations specifically addressing the protection and empowerment of small-scale 

fishers as a basis for strengthening development planning, budget allocation, and 

more effective program implementation. The research findings are expected to 

provide input for the Maluku Provincial Government in strengthening more 

integrated, participatory, and sustainable fisheries governance, thereby enhancing 

the protection and welfare of small-scale fishers while simultaneously 

strengthening the development of the archipelago. 

 

Keywords: fiscal capacity, policy implementation, protection and empowerment of  

       small fishermen, regional regulations 
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